
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik lndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat Il Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tontang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriotahan Daeran (Lembaran Negara Rep.ubli.k 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari, dianggap perlu mcmbentuk Unit Pelaksana 
Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu perangkai daerah induknya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan pada Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. 

~engingat 

Menimbang 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTAMANAN 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA KENDARI, 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR l'f TAHUN 2023 

TENT ANG 

PROVINSJ SULAWESI TENGGARA 

WALi KOl'A KF:Nl)ARI 



Dalarn Peraturan WaJi Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kata Kendari. 
2. Pemerintab Daerah adalab Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan 

Pemerintaban Daerab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kota Kendari. 

3. Wali Kata ada!ab Wali Kota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah ada!ab Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dimas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. 
6. Kcpala Dinas adalab Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kota Kendari; 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PERTAMANAN PADA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telab 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 
2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
2036) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Tcknis Daerah [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali tera.khir dengan Peraturan Daerah Kata Kendari 
Nomor 11 Tabun 2020 tentang Perubaban Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kota 
Kendari (Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 2020 
Nomor 11); 



(1) Susunan Organisasi UPTD Pertamanan terdiri alas : 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaba; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

(1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis perrunjang tertentu. 

(2) UPTD dipirnpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) UP1'D merupakan bagian dari Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TOGAS DAN FUNGSI 

(l) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas 
KelasA. 

(2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 ditetapkan 
berdasarkan hasil analisis beban kerja. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Kelasifikasi 

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pertamanan. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LJPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah. 

9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang 
selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UP1'D Pertamanan 
pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. 

10. .Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pclayanan fungsional yang bcrdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 



(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan 
dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di 
lingkup UPTD Pertamanan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Tata Usaha mcmpunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha; 
b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Pertamanan; 
c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 
d. penatausahaan kepegawaian; 
c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 
f. pengelolaan barang milik daerab pada UPTD Pertamanan; 
g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 
h. pengelolaan kehurnasan, kepustakaan dan kearsipan; 
i. pengelolaan data dan sistern informasi; 
j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Pertamanan; 
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian 

Tata Usaha; 
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala UPTD 
Pertamanan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kerja UPTD Pertamanan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD 

Pertamanan; 
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD Pertamanan; 
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Pertamanan; 
e. pemantauan, evaluasi dan pcnyusunan laporan kinerja UPTD 

Pertamanan; dan 
L pelaksanaan tugas keclinasan lain yang diberikan olch atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 7 

Kepala UPrD Pertamanan mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan operasionaJ pengelolaan pertamanan berdasarkan 
kewenangan yang diberikan oleh Dinas. 

Pasal 6 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi 

(2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali 
Kota ini dan merupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan 
Wali Kota ini. 



Sellap laporan yang diterima. oleh Kepa.la UPTD dari bawahannya, diolah dan 
dipergunakan sebagai ba.han untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
untuk mcmbcrikan pctunjuk teknis kepada bawaha.nnya.. 

Pasal 14 

Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 
jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

Pasal 13 

Kepala UP1'D bertanggung jawab rnernimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

Pasal 12 

Kepala UP'T'D mengawasi pela.ksanaa.n tugas bawaha.nnya masing-masing 
dan rnengambil langkah-langkah yang diperlukan bila lerjadi penyimpangan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Dal.am melaksana.kan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan 
Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalarn lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai denga.n tuga.s masing- 
masing. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 10 

Pasal 9 

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas UPTD. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

(3) Kelornpok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional 
yang ditunjuk, 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan 
perunda.ng-undangan yang berla.ku. 

BABIV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 



NOMOR !'f 

TAKENDARI, 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, 'I - y - 2023 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, y - 'f' - 2023 

PARAF KOORDINAS1l 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 17 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kepangkatan, pengangkatan, Eselonisasi dan pernberhentian dalam 
jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon !Va. 
(3) Kepala Sub Bagian pada UPI'D merupakan jabatan struktural Eselon 

!Vb. 

Pasal 16 

' 

' 

BABVI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan 
organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya rnengadakan rapat berkala. 

Pasal 15 



KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

KEPALAUPTD 

PARAF KOORDiNASb 
NO. INSTASA-81 I UNt'r KERJA ? • P. • c. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTAMANAN 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI 

LAMPIRAN PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR TAHUN 2023 
TANGGAL 2023 

• • 
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